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Abstract 

Sidoarjo Regency is the first regency that implements one-stop integrated service scheme on permit service. One of the most 

important permits for the public is building permit (Izin Mendirikan Bangunan (IMB). And, since 2017 Sidoarjo Regency has 

implemented online permit service system. This research aimed to describe work performance of The Board of Investment Service 

and One-stop Permit Service of Sidoarjo Regency (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Sidoarjo) in giving service of IMB in digital era along with the factors affecting it.  

This research used descriptive qualitative method with data collection technique of interview, observation, and 

documentation study. Informants’ determination technique in this research was snowball for the board party and purposive for the 

applicants of. The totals of informant in this research were 25, consisted of 12 from the board party and 13 from the applicants of 

IMB. 

This research used 6 aspects of work namely efficiency, effectiveness, productivity, responsiveness, responsibility and justice 

which derived from theories elaboration of Levine, Dwiyanto, Lawton, Woodward, Kumorotomo and Moeheriono. The result showed 

that the existence of online system, the board’s work performance was not fully optimal. There were 3 less optimal aspects namely 

effectiveness, productivity, and responsiveness. Then, it also used 3 aspects of public service standard from Mahmudi namely 

completion time, service charge, facilities and infrastructure. The result showed that the board had fulfilled them except for time 

completion aspect that was less optimal. Meanwhile, to measure the factors affecting performance, 6 aspects were used namely 

interests, economy, social, structure, organization culture, and human resources from Atmosoeprapto. The result showed that all 

factors could trigger the board’s performance. And, the finding of this research was the factor of management information system 

and image factors that also affected organization performance.  
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PENDAHULUAN 

 

Inti dari pemerintahan pada saat ini yang perlu 

direformasi ialah birokrasi. Birokrasi memiliki peran 

strategis dalam menentukan apakah suatu pelayanan 

yang diberikan sudah berkualitas atau belum, karena 

pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan 

kewajiban utama pemerintah. Oleh karena itu, 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai 

penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangatlah 

ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. 

Di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, para 

birokrat belum mampu menjalankan tugasnya dengan 

baik karena masih berorientasi pada kekuasaan yang 

amat kuat selama ini dan telah membuat birokrasi 

menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan 

pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih 

menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada 

sebagai pelayan masyarakat. 

Berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat 

hal tersebut, yakni sentralisasi dan pelayanan publik 

yang penuh akan pungutan liar (pungli), maka terdapat 

keinginan untuk terciptanya perbaikan menuju 

birokrasi yang lebih baik dan dibentuklah otonomi 

daerah, sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Otonomi daerah merupakan kesempatan dan 

upaya bagi daerah agar mampu membangun 

wilayahnya secara lebih mandiri dan tidak lagi 

sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat 

sehingga sentralisasi pemerintahan dapat terhindarkan. 
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Adanya perubahan ini perlu diikuti dengan 

perubahan kepegawaian yang ada di Indonesia agar 

mampu mengikuti setiap perubahan yang terjadi 

sehingga terwujud sikap fleksibilitas dan hal itulah 

yang menjadi kunci menuju tata pemerintahan yang 

baik (good governance). Dalam pengembangan good 

governance di Indonesia, yang menjadi titik 

strategisnya adalah pelayanan publik, karena pelayanan 

publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang 

diwakili oleh pemerintah beriteraksi dengan lembaga-

lembaga non pemerintah. 

Namun, penyelenggaraan pelayanan publik yang 

ada saat ini dianggap masih buruk oleh warga dan 

masyarakat luas. Kondisi demikian dapat dibuktikan 

melalui semakin meningkatkan jumlah pengaduan 

yang diterima oleh Ombudsman RI sebagai berikut: 

 

 
 

Selain itu, berdasarkan klasifikasi terlapor, 

instansi yang menempati urutan tiga terbanyak intansi 

terlaporkan adalah Pemerintah Daerah sebanyak 3445 

laporan (41,69%), Kepolisian sebanyak 1042 laporan 

(12,61%), dan Instansi Pemerintah / Kementerian 

sebanyak 787 laporan (9,52%). Laporan-laporan ini 

menunjukkan adanya kekurangan pemerintah dalam 

melakukan pelayanan publik. 

Salah satu pelayanan publik yang sering 

dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah perizinan. 

Banyak perizinan yang harus diurus karena perizinan 

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memuai 

suatu bisnis. Untuk itu, pelayanan perizinan di 

Indonesia masih sangat perlu untuk dibenahi. Dan 

untuk itu, permasalahan perizinan masuk ke dalam 

tujuh isu hangat dalam laporan Ombudsman RI tahun 

2017: 

 

 

Permasalahan perizinan merupakan permasalahan 

yang sudah ada sejak lama dan bukan merupakan 

perkara baru. Bahkan, para pengusaha di Indonesia 

sudah sejak lama mengeluhkan persoalan terkait 

perizinan dan birokrasi. 

Problema ini pun merupakan sudah menjadi 

permasalahan nasional. Karena masalah pelayanan 

perizinan, terutama tren maladministrasi sudah banyak 

terjadi baik di kota maupun kabupaten yang ada di 

Indonesia. Berikut merupakan tabel laporan 

masyarakat berdasarkan substansi laporan tahun 2017 

di Jawa Timur: 

 

 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perizinan 

(PTSP) dengan presentase sebesar 6,42% menempati 5 

besar jumlah laporan masyarakat terbanyak. Dan untuk 

itu, Ombudsman RI membuat zonasi kompetensi 

DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Terpadu 

Satu Pintu) yang bisa dilihat di bawah ini: 

 

 
 

Terlihat bahwa zonasi kompetensi kategori 

rendah yang paling tinggi ialah wilayah kabupaten. 

Untuk itu, penting kiranya mengetahui kota atau 

kabupaten mana saja yang melakukan laporan atau 

pengaduan. Berikut merupakan tabel beberapa kota dan 

kabupaten yang ada di Jawa Timur: 

 

 
 

Melihat hal diatas, daerah kabupaten yang 

menempati urutan pertama dengan banyaknya jumlah 

laporan pada Ombudsman ialah Kabupaten Sidoarjo. 

Sebenarnya, kabupaten Sidoarjo ini merupakan 

daerah pertama di Indonesia yang mempelopori inovasi 
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pelayanan publik melalui pola Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu atau yang biasa disingkat dan disebut PTSP, 

bahkan sebelum ada regulasi dari pemerintah pusat 

terkait PTSP. Dimana dinas biasa disebut Dinas 

Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Sidoarjo (DPMPTSP). 

Jumlah berkas izin yang ditangani oleh 

DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo meningkat disetiap 

tahunnya. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan 

terpadu di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dapat 

ditempuh dengan pengelolaan kinerja organisasi sesuai 

dengan peraturan yang ada, maka DPMPTSP 

Kabupaten Sidoarjo memperlukan suatu sistem 

informasi yang bersifat digital yang berguna untuk 

membantu aparatur yang terkait dalam 

menyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya sehari-hari agar semakin baik. 

Di era digital ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

membuat terobosan baru guna mempercepat pelayanan 

perizinan terpadu dengan pemanfaatan dan 

pengembangan e-government yang dianggap mampu 

memberikan hasil yang cukup maksimal bagi 

Kabupaten Sidoarjo. 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 

8 Tahun 2017 tentang Penerapan Teknologi Informasi 

Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini 

menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten 

Sidoarjo menerapkan suatu sistem yang berdasar, yakni 

Sistem Informasi Perijinan Terpadu atau yang disebut 

SIPPADU. SIPPADU merupakan sebuah sistem 

informasi yang mengintegrasikan seluruh jenis 

perizinan yang ada melalui website. 

Di dalam SIPPADU, terdapat inovasi pelayanan 

perizinan satu paket dan pelayanan reguler. Ini 

merupakan upaya DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo 

untuk menggabungkan prosedur dan tahap pengurusan 

beberapa izin menjadi satu proses terpadu sehingga 

mempermudah proses perizinan, mengurangi jumlah 

antrian, mengurangi penumpukan berkas, memangkas 

waktu pengurusan agar lebih singkat, serta tidak 

adanya lagi praktik curang dikarenakan berkurangnya 

volume tatap muka antara pemohon dan pihak aparatur 

sehingga tercipta peningkatan kinerja dan percepatan 

layanan perizinan kepada masyarakat. 

Layanan perizinan paket online dibagi menjadi 

tiga paket. Pertama, Paket 1 terdiri dari perizinan 

perubahan status tanah sawah (PTSP); izin mendirikan 

bangunan (IMB); surat izin usaha perdagangan (SIUP); 

dan tanda daftar perusahaan (TDP) yang pengerjaannya 

dalam kurun waktu 8 hari kerja. Kemudian, Paket 2 

terdiri dari PTSP dan IMB yang pengerjaannya dalam 

kurun waktu 7 hari kerja. Kemudian, paket terkahir, 

Paket 3 yang terdiri dari SIUP dan TDP, dimana proses 

pengerjaan paket 3 ini hanya dalam waktu tiga jam 

saja.   

Meskipun, jenis-jenis perizinan tersebut sudah 

masuk dalam layanan perizinan paket online, namun 

untuk izin mendirikan bangunan yang selanjutnya akan 

disebut dengan IMB, dinas mengalami keterlambatan 

penerbitan berkas dibanding dengan jenis perizinan 

lainnya. Hal ini terlihat pada tabel berikut: 

 

 
 

Keterlambatan penerbitan SK IMB yang terjadi 

pada tahun 2017 dan 2018 ini bertepatan dengan 

pergantian sistem pelayanan manual atau offline 

menuju ke sistem pelayanan online melalui SIPPADU 

di tahun 2017 sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 

8 Tahun 2017 tentang Penerapan Teknologi Informasi 

Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan apabila 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni 

tahun 2015 dan 2016 dimana dinas masih menerapkan 

sistem offline dalam pemberian pelayanan, DPMPTSP 

Kabupaten Sidoarjo hanya mengalami 1 keterlambatan 

penerbitan SK IMB.  

Hal ini jelas membawa dampak pada target-target 

DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dalam hal pelayanan 

IMB. Dimana target untuk IMB sendiri ialah 

tercapainya besaran retribusi IMB yang dibayarkan 

oleh pemohon. Berikut merupakan data target dan 

realisasi retribusi IMB dari DPMPTSP Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

 
 

Di sisi lain, untuk Kabupaten Sidoarjo tetap 

banyak ditemui bangunan atau usaha perdagangan 

yang belum mengantongi IMB. Padahal IMB ini 

menjadi bukti penting dalam status legal sebuah 

bangunan yang direncanakan sesuai yang ditentukan 

oleh pemohon. Perizinan IMB ini sangat penting bagi 

masyarakat Kabupaten Sidoarjo karena untuk 

menunjukkan kepemilikan suatu bangunan, masyarakat 

harus dapat menunjukkan IMBnya. Berikut merupakan 

tabel perkembangan bangunan ber-IMB di Kabupaten 

Sidoarjo. 
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Meskipun data yang ada masih terbatas sampai 

pada tahun 2016, namun bila dilihat secara seksama 

diketahui bahwa target-target yang telah ditentukan 

tidak pernah tercapai. 

Dalam memberikan pelayanan terkait IMB ini, 

kerjasama dan koordinasi dari DPMPTSP Kabupaten 

Sidoarjo, melainkan tanggung jawab dari Dinas PUPR 

Kabupaten Sidoarjo sangatlah diperlukan. DPMPTSP 

Kabupaten Sidoarjo sendiri merupakan dinas yang 

ditunjuk untuk melakukan pelayanan perizinan terpadu 

dan di dalam pelayanan tersebut membutuhkan 

sinkronisasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo 

dan dinas inilah yang akan memproses surat 

rekomendasi untuk bangunan kategori dua lantai keatas 

dan urusan tinjau lapangan untuk klarifikasi 

konstruksinya, namun apabila selesai maka pemohon 

akan menggunakannya sebagai salah satu prasyarat 

pada pengurusan IMB di DPMPTSP Kabupaten 

Sidoarjo. 

Memang, melalui pelayanan perizinan satu paket 

proses pelayanan menjadi semakin cepat dan mudah, 

pemohon dimanjakan karena bisa memasukkan data 

melalui online. Namun, kinerja organisasi juga 

menentukan apakah berkas yang masuk mampu 

diselesaikan menjadi output atau berkas selesai dengan 

cepat dan tepat waktu atau malah sebaliknya. Untuk 

pelayanan perizinan IMB, kinerja organisasi yang 

dimaksud ialah kinerja dari DPMPTSP Kabupaten 

Sidoarjo. Kinerja dinas ini memiliki peran yang 

penting demi kelancaran proses penyelengaran 

perizinan IMB bagi masyarakat. 

Sudah menjadi kewajiban bagi DPMPTSP 

Kabupaten Sidoarjo untuk memiliki kinerja yang baik 

dalam memberikan pelayanan perizinan ke masyarakat, 

terlebih sekarang adalah era digital yang mana hasil 

dari kesungguhan organisasi memberikan pelayanan 

kepada publik dinilai melalui kinerjanya. Kinerja 

lembaga publik ini ditunjukkan dengan terpenuhinya 

tugas dan fungsi organisasi serta adanya kepuasan dari 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan 

pelayanan perizinan terkait IMB yang merupakan salah 

satu tugasnya, dinas tersebut harus memberikan 

pelayanan yang maksimal agar target dan sasaran yang 

direncanakan mampu dicapai tepat waktu. Selain itu, 

juga agar masyarakat memiliki rasa puas terhadap 

pelayanan yang ada. Untuk itu, penting untuk meneliti 

bagaimana kinerja dari DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo 

dalam memberikan pelayanan IMB di era digital ini 

kepada masyarakat. 

Berdasarkan atas permasalah yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo 

dalam memberikan pelayanan IMB di era digital? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo dalam 

memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) di era digital? 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan 

mampu menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami 

bagaimana kinerja DPMPTSP Kabupaten 

Sidoarjo dalam memberikan pelayanan IMB dan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dalam 

memberikan pelayanan IMB di era digital. Hasil 

dari penelitian ini juga diharapkan mampu 

dijadikan sebagai bahan rujukan dan 

perbandingan maupun pengembangan lebih lanjut 

dalam penerapan ilmu khususnya ilmu 

administrasi negara terutama pada kajian tema 

kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan 

publik 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi bahan masukan informasi dan 

pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan serta 

kontribusi secara menyeluruh dan bermanfaat 

bagi seluruh elemen yang ada di negara 

Indonesia. Pertama bagi pihak pemerintah, 

instansi-instansi dan badan terkait terutama dinas 

yang dijadikan objek penelitian, yakni DPMPTSP 

Kabupaten Sidoarjo dan Dinas PUPR Kabupaten 

Sidoarjo. Kedua bagi pihak pemohon IMB, baik 

swasta selaku Non Government Organization 

(NGO) maupun masyarakat. Diharapkan elemen 

yang ada dapat bersinergi dalam menyelesaikan 

permasalahan terkait pelayanan izin mendirikan 

bangunan. Serta dapat berguna dalam 

pemahaman, penalaran, dan pengembangan lebih 

lanjut bagi penelitian-penelitian berikutnya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

digunakan dengan metode wawancara secara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

penentuan informan dilakukan dengan snowball 

(menetapkan informan kunci dan mengadakan 

interview dengan mereka. Kepada mereka kemudian 

diminta petunjuk siapa sebaiknya yang menjadi 

informan berikutnya yang menurut mereka memiliki 

informasi yang dicari, selanjutnya penentuan informan 

berikutnya dilakukan dengan teknik yang sama 

sehingga akan diperoleh jumlah informan yang 

semakin lama semakin besar) untuk pihak dinas dan 

purposive (teknik memilih informan berdasarkan 

pertimbangan dan tujuan tertentu) untuk pemohon 
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IMB. Teknik analisis data merujuk pada Miles dan 

Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian 

data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data 

dengan menggunakan triangulasi: a) Membandingkan 

data observasi dengan data hasil wawancara; b) 

Membandingkan data dari dokumen tertulis dengan 

hasil wawancara; c) Membandingkan data hasil 

wawancara mendalam dari berbagai informan  yang 

berbeda 

 

 

E-Government 

Clay G. Wescott (2008) mendefinisikan E-

Government sebagai berikut: 

“E-Government is the use of information and 

communications technology (ICT) to promote 

more efficiency and cost-effective government, 

facilitate more convenient government services, 

allow greater public access to information, and 

make government more accountable to citizen”.  

Kemudian, menurut Mustopadijaya (2003), e-

government merupakan suatu pemerintahan yang 

mengadopsi teknologi berbasis internet, intranet yang 

dapat melengkapi dan meningkatkan program dan 

pelayanannya. Tujuan utamanya ialah untuk 

memberikan kepuasan terbaik pada pengguna jasa.  

Menurut Tjahjanto (2003), manfaat terpenting 

dari pelaksanaan e-government adalah terwujudnya 

pemerintahan yang lebih bertanggung jawab bagi 

warganya. Selain itu, akan lebih banyak masyarakat 

yang bisa mengakses informasi, pemerintahan yang 

lebih efisien dan efektif, serta akan terciptanya layanan 

pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Menurut World Bank (2002), e-government 

terdiri dari beberapa tipe atau model, antara lain: 

a. G2C (government to citizens) 

G2C mencakup hubungan antara pemerintah dan 

warga negara. Dengan ini memungkinkan warga 

untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah 

secara instan dan nyaman dari mana saja dengan 

menggunakan banyak saluran. G2C juga memperkuat 

partisipasi warga dalam proses demokrasi karena 

mereka dapat mengakses proses administrasi 

pelayanan yang ada dan mengartikulasikan kebutuhan 

mereka lebih mudah pada pejabat publik. 

b. G2B (government to businesses) 

Mencakup berbagai layanan yang dipertukarkan 

antara pemerintah dan sektor bisnis, termasuk 

distribusi kebijakan, memo, aturan dan peraturan. 

Pelayanan yang ditawarkan meliputi perolehan 

informasi terkait bisnis terkini, perolehan izin dengan 

mudah, sampai pada pengembangan usaha kecil dan 

menengah. 

c. G2E (government to employees) 

Merupakan model e-government yang paling 

sedikit digunakan untuk penelitian, karena ini 

merupakan bagian internal dari sektor G2G. Tujuan 

dari hubungan ini adalah untuk melayani karyawan 

dan menawarkan beberapa layanan online seperti 

mendaftar cuti tahunan secara online. 

d. G2G (government to governments) 

Mengacu pada komunikasi online antara 

organisasi pemerintah, departemen, dan lembaga-

lembaga pemerintahan berdasarkan database 

kepemerintahan. 

 

 

Kinerja Organisasi 

Kinerja organisasi sebenarnya berasal dari dua 

kata, yakni kinerja dan organisasi. Russel (1993) 

mengatakan bahwa kinerja organisasi dapat berupa 

produk akhir, baik barang, jasa, dan atau berbentuk 

perilaku, kompetensi, keterampilan spesifik serta 

sarana yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran 

organisasi. Sedangkan bagi Miner (1990), kinerja 

organisasi adalah bagaimana setiap elemen organisasi 

dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas 

yang telah dibebankan kepadanya di dalam organisasi. 

Jadi, terdapat 3 aspek yang peru dipahami ketika 

berbicara terkait kinerja organisasi, yaitu (1) kejelasan 

tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 

(2) kejelasan hasil yang diharapkan dari pekerjaan atau 

fungsi; (3) waktu untuk menyelesaikan pekerjaan agar 

hasil dapat terwujud. 

Untuk itu, pengukuran kinerja organisasi penting 

dilakukan. Pengukuran kinerja didefinisikan oleh 

Robertson (2002) sebagai suatu proses penilaian 

kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang 

telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 

serta mengetahui status kualitas barang dan jasa. 

George M. Selim dan Sally A. Woodward 

(Willcocks dan Harrow, 1992) dalam pendapatnya 

mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja 

organisasi, aspek kinerja organisasi disektor publik 

adalah: (1) Volume pelayanan, yang menunjukkan 

seberapa banyak volume output atau pelayanan yang 

disediakan; (2) Ukuran ekonomi, yang menunjukkan 

apakah biaya penyelenggaraan lebih murah daripada 

yang direncanakan; (3) Ukuran efisiensi, yang 

menunjukkan hasil perbandingan input yang digunakan 

dengan hasil yang dicapai; (4) Ukuran efektivitas, yaitu 

perbandingan antara output yang seharusnya dengan 

output yang dihasilkan; (5) Equity, yang menunjukkan 

tingkat keadilan potensial dari kebijaksanaan yang 

dijalankan. 

Selanjutnya, Levine dan kawan-kawan (1990) 

mengemukakan tiga aspek yang bisa dipergunakan 

untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu 

responsiveness, responsibility, dan accountability. Hal 

ini dipertegas lagi oleh Agus Dwiyanto (1995) yang 

mengukur organisasi publik dengan ditambah 

produktivitas dan kualitas layanan. Dengan demikian, 

aspek-aspek tersebut antara lain: 

1. Produktivitas, adalah melihat kuantitas dari 

produk atau jasa yang dihasilkan organisasi 

dengan menilai dari dokumen-dokumen yang 

tersedia di organisasi itu untuk membandingkan 
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sumber daya yang dipergunakan dengan hasil 

yang diperoleh. 

2. Kualitas layanan, adalah melihat laporan dan 

dokumen penilaian penggunaan jasa atau 

masyarakat dan juga mengenai pelayanan yang 

diberikan. 

3. Responsivitas, adalah menggambarkan 

kemampuan organisasi publik dalam mencapai 

misi dan tujuannya. Hal ini diperoleh dari data 

organisasi tentang jenis-jenis kegiatan dan 

program organisasi serta kebutuhan masyarakat. 

4. Responsibilitas, adalah melihat apakah 

pelaksasaan kegiatan organisasi publik itu 

dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang 

benar atau sesuai dengan kebijaksanaan 

organisasi yang eksplisit maupun implisit. 

5. Akuntabilitas, adalah melihat seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada 

pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 

Lawton (2005) juga mengutarakan aspek kinerja 

dapat diukur dari output oriented measures 

throughput, efficiency, effectiveness. Selanjutnya 

aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan 

penyelenggaraan pelayanan publik suatu 

organisasi yang menunjukkan perbandingan 

terbaik antara masukan dan keluaran. 

2. Effevtiveness atau efektivitas adalah suatu 

keadaan yang menggambarkan tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan organisasi yang berupa 

target, sasaran jangka panjang maupun sisi 

organisasi. 

Sedangkan Kumorotomo (1995) mengemukakan 

beberapa aspek yang dapat dijadikan pedoman dalam 

menilai kinerja organiasi publik. Aspek tersebut antara 

lain: 

1. Efisiensi, menyangkut pertimbangan tentang 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, 

memanfaatkan faktor produksi serta 

pertimbangan yang berasal dari rasionalitas 

ekonomis. 

2. Efektivitas, apakah tujuan dari didirikannya 

organisasi dapat tercapai. Hal ini sangat erat 

kaitannya dengan rasionalitas teknik dan nilai, 

misi atau tujuan organisasi. 

3. Keadilan, mempertanyakan tentang distribusi dan 

alokasi layanan yang diselenggarakan oleh 

organisasi. 

4. Daya tanggap, organisasi harus merupakan bagian 

dari daya tanggap negara atau pemerintah akan 

kebutuhan vital masyarakat. 

Kemudian, menurut Moeheriono (2009) 

mengelompokkan aspek kinerja organisasi ke dalam 

enam kategori. Namun demikian, organisasi tertentu 

dapat mengembangkan kategori masing-masing sesuai 

dengan misinya: (1) Efektivitas; (2) Efisiensi; (3) 

Kualitas; (4) Ketepatan waktu; (5) Produktivitas; (6) 

Keselamatan. 

Saat dilakukan elaborasi, dari kesebelas aspek ini 

ada beberapa aspek yang menonjol karena aspek 

tersebut juga dikemukakan oleh ahli lainnya. Aspek-

aspek tersebut ialah efisiensi, efektivitas, responsivitas. 

Melihat hanya tiga aspek yang menonjol, maka peneliti 

pun menggunakan aspek lainnya untuk dijadikan aspek 

kinerja, yakni responsibilitas, produktivitas, dan 

keadilan. Ketiga aspek tambahan ini dipilih dengan 

alasan bahwa aspek ini dirasa akan menambah 

keterwakilan untuk menilai kinerja suatu organisasi 

publik dan berhubungan dengan penelitian ini.  

Yuwono dkk (2002) mengemukakan konsep yang 

berkaitan dengan kinerja organisasi, bahwa kinerja 

organisasi berhubungan dengan berbagai aktivitas 

dalam rantai niai (value chain) yang ada pada 

organisasi. Terdapat pula faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja organisasi yang mana hal ini 

sesungguhnya menguntungkan dengan memberikan 

keuntungan informasi mengenai prestasi dari 

pelaksanaan setiap unit organisasi, dan juga organisasi 

memerlukan penyesuaian atas seluruh aktivitas dari 

tujuan-tujuan organisasi 

Bagi Atmosoeprapto dalam Tangkilisan (2005), 

mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang dibagi menjadi internal dan 

eksternal,  kedua hal itu akan diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Faktor eksternal, meliputi: 

1. Faktor kepentingan: berhubungan dengan 

keseimbangan kekuasaan negara yang 

berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang 

akan memoengaruhi ketenangan organisasi untuk 

berkarya secara maksimal 

2. Faktor ekonomi: tingkat perkembangan ekonomi 

yang berpengaruh pada tingkat pendapatan 

masyarakat sebagai daya beli untuk 

menggerakkan sektor lainnya sebagai suatu 

sistem ekonomi yang lebih besar. 

3. Faktor sosial: orientasi nilai yang berkembang di 

masyarakat, yang mempengaruhi pandangan 

mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi 

peningkatan kinerja organisasi. 

b. Faktor internal, meliputi: 

1. Tujuan organisasi:  apa yang ingin dicapai dan 

diproduksi organisasi 

2. Struktur organisasi: hasil desain antara fungsi 

yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan 

struktur formal yang ada 

3. Sumber daya manusia: kualitas dan pengelolaan 

anggota organisasi 

4. Budaya organisasi: gaya dan identitas suatu 

organisasi dalam pola kerja yang baku dan 

menjadi citra organisasi. 

 

 

Pelayanan Publik 

Menurut Mahmudi (2010), pelayanan publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Terdapat dua kategori pelayanan publik yang 

harus diberikan pemerintah dapat diklasifikasikan 

menjadi pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan 

kebutuhan umum. Mahmudi (2010) menjelaskannya 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan kebutuhan dasar, seperti pelayanan 

kesehatan dan pelayanan pendidikan. 

2. Pelayanan kebutuhan umum 

a. Pelayanan administratif: pelayanan berupa 

penyediaan berbagai bentuk dokumen yang 

dibutuhkan oleh publik, KTP, IMB, dan lain-

lain. 

b. Pelayanan barang: pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang 

yang menjadi kebutuhan publik, misalnya 

jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik. 

c. Pelayanan jasa: pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, 

misalnya pendidikan tinggi dan menengah, 

pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. 
Menurut Mahmudi (2010), terdapat beberapa pola 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pola tersebut 

antara lain: 

1. Pola fungsional 

Pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya.  

2. Pola terpusat 

Pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh 

penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan 

wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait 

lainnya yang bersangkutan. 

3. Pola terpadu 

Terdiri atas dua bentuk. Pertama, terpadu satu 

atap. Pola ini diselenggarakan dalam satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak 

mempunyai keterkaitan proses dari dilayani melalui 

beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah 

dekat dengan masyarakat tidak perlu disatupadankan. 

Kedua, terpadu satu pintu. Pola ini diselenggarakan 

pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis 

pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan 

dilayani melalui satu pintu. 

4. Pola gugus tugas 

Pelayanan publik yang dalam hal ini petugas 

pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk 

gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi 

pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik 

haruslah memiliki standar pelayanan publik. Menurut 

Mahmudi (2012), standar pelayanan publik adalah 

spesifikasi teknis pelayanan yang dibakukan sebagai 

patokan dalam melakukan pelayanan publik. Standar 

pelayanan publik tersebut merupakan ukuran atau 

persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati 

oleh pemberi pelayanan (pemerintah) atau pengguna 

pelayanan. Ini bermanfaat sebagai jaminan adanya 

kepastian bagi penerima pelayanan. 

Menurut Mahmudi (2010), standar pelayanan 

publik sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur pelayanan, merupakan salah satu standar 

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan 

2. Waktu penyelesaian, merupakan salah satu standar 

yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan 

3. Biaya pelayanan, merupakan salah satu standar yang 

mewajibkan memiliki dan menampilkan rincian yang 

ditetapkan dalam proses pemberian layanan 

4. Produk pelayanan, merupakan salah satu standar 

berupa hasil yang akan diterima, apakah hasil ini sesuai 

dengan ketentuan yang tekah ditetapkan atau tidak 

5. Sarana dan prasarana pelayanan, merupakan salah 

satu standar yang harus memadai bagi penyelenggara 

pelayanan publik 

6. Kompetensi petugas pemberi layanan, merupakan 

salah satu standar yang harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

sikap dan perilaku yang dibutuhkan. 

 

 

KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SIDOARJO 

DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN IMB DI 

ERA DIGITAL  
Berdasarkan data yang ada, fokus dalam penelitian ini 

mendeskripsikan kinerja organisasi, sebagaimana dinilai 

dalam aspek-aspek yang akan dipaparkan sebagaimana 

berikut ini: 

a. Aspek efisiensi 

Segala input yang ada pada dinas seperti 

sumber daya manusia, teknologi, dan dana sudah 

mampu menghasilkan output yang baik. Dan 

dengan sistem pelayanan online yang 

mengandalkan SIPPADU, dinas maupun 

pemohon IMB sama-sama dimudahkan dalam hal 

upload berkas bisa dimana saja dan kapan saja, 

serta pengecekan berkas melalui online dan 

konfirmasi kelengkapan berkas kepada pemohon 

bisa melalui email. Oleh karena itu, kinerja 

DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo pada aspek 

efisiensi sudah optimal. 

b. Aspek efektivitas 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas 

dalam memberikan pelayanan IMB di era digital, 

seperti adanya SIPPADU, tanda tangan 

elektronik, sistem paket, e-payment, layanan 

tracking, serta melakukan kegiatan sosialisasi 

IMB. Namun, dinas belum mampu mencapai 

target yang ada, yakni target retribusi IMB. Oleh 

karena itu, kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo 

pada aspek efektivitas belum optimal. 

c. Aspek produktivias 

Meskipun SKM dan laporan kinerja 

menandakan bahwa dinas sudah baik. Namun 

untuk masalah penyelesaian berkas IMB, 

semenjak menggunakan sistem online yakni pada 

tahun 2017, dinas mengalami keterlambatan 
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penerbitan SK IMB daripada sebelum 

menggunakan sistem online. Sesuai informasi 

yang didapatkan, hal ini terjadi lantaran adanya 

penyesuaian sistem lama ke sistem baru (manual 

ke online), penyesuaian dengan staf-staf baru 

serta rendahnya kualitas server karena server 

sering down. Oleh karena itu, kinerja DPMPTSP 

Kabupaten Sidoarjo pada aspek produktivitas 

belum optimal. 

d. Aspek responsivitas 

Sesuai informasi yang didapatkan baik dari 

pihak dinas maupun pihak pemohon IMB, dinas 

belum mampu sepenuhnya memberikan daya 

tanggap yang baik dilihat dari menangani keluhan 

dan permasalahan yang terjadi meskipun dinas 

sudah berusaha melakukan tugas sesuai porsinya. 

Oleh karena itu, kinerja DPMPTSP Kabupaten 

Sidoarjo pada aspek responsivitas belum optimal. 

e. Aspek reponsibilitas  

Seluruh kegiatan yang ada di DPMPTSP 

dalam memberikan pelayanan IMB terikat dengan 

banyak regulasi, diantaranya: (1) Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo; (2) Peraturan 

Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Penerapan Teknologi Informasi Pada Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; dan (3) Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Izin Mendirikan Bangunan. Sesuai informasi yang 

didapat dari pihak dinas maupun pihak pemohon 

IMB, dinas sudah memiliki kesesuaian 

penyelenggaran pelayanan IMB dari segi 

pemanfaatan teknologi, tugas pokok dan fungsi 

dinas sendiri dan juga sampai pada besaran 

retribusi IMB yang disesuaikan dengan Perda 

IMB. Oleh karena itu, kinerja DPMPTSP 

Kabupaten Sidoarjo pada aspek responsivitas 

sudah optimal. 

f. Aspek keadilan  

Dengan SIPPADU, pemohon bisa 

melakukan upload berkas tanpa perlu datang ke 

dinas. Dan dengan e-payment, pemohon juga bisa 

melakukan pembayaran retribusi di ATM Bank 

Jatim terdekat. Dinas juga menyediakan fasilitas 

pendampingan bagi pemohon yang belum bisa 

mengakses pelayanan perizina online melalui 

SIPPADU. Sesuai informasi yang didapat dari 

pihak dinas dan pemohon IMB, dinas sudah 

mampu menerapkan aspek keadilan. Untuk itu, 

kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo pada 

aspek keadilan sudah  optimal. 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DPMPTSP 

KABUPATEN SIDOARJO DALAM 

MEMBERIKAN PELAYANAN IMB DI ERA 

DIGITAL  

a. Waktu penyelesaian 

Sebelum pelayanan berubah menjadi 

pelayanan perizinan online, dinas mampu 

menyelesaikan semua berkas dengan tepat waktu. 

Namun saat dinas beralih menjadi pelayanan 

perizinan secara online, dinas mengalami 

keterlambatan penerbitan SK IMB, baik di tahun 

2017 maupun 2018. Oleh karena itu, standar 

pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo pada 

aspek waktu penyelesaian belum optimal. 

b. Biaya pelayanan 

Dinas sudah menerapkan bahwa tidak ada 

biaya lain yang harus dibayarkan oleh pemohon 

kecuali untuk retribusi IMB. Dimana besaran 

rincian  retribusi IMB yang harus dibayarkan oleh 

pemohon pun mengacu pada Perda Nomor 4 

Tahun 2012 tentang IMB. Oleh karena itu, 

standar pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo 

pada aspek biaya pelayanan sudah optimal. 

c. Sarana dan prasarana 

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana 

yang ada pada dinas sudah baik kecuali musholla 

yang belum direnovasi serta area parkir mobil 

yang kurang luas sehingga memakan ruas jalan. 

Namun, dinas berupaya untuk memperbaikinya 

sesuai dengan prioritas kebutuhan dinas dan 

dengan penyesuaian anggaran yang ada. Oleh 

karena itu, standar pelayanan DPMPTSP 

Kabupaten Sidoarjo pada aspek sarana dan 

prasarana sudah optimal. 

 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SIDOARJO 

DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN IMB DI 

ERA DIGITAL. 

- Faktor eksternal 

a. Faktor kepentingan 

Faktor kepentingan diartikan sebagai kontrol 

pemerintah kabupaten pada segala kegiatan 

DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Sesuai informasi 

yang didapat dari pihak dinas, kontrol pemerintah 

kabupaten ada dua bentuk, yakni administrasi dan 

regulasi. Untuk administrasi yakni dengan adanya 

pihak inspektorat yang melakukan pengawasan 

secara langsung dua kali dalam setahun. Untuk 

regulasi yakni dengan menyesuaikan kegiatan 

dinas pada regulasi yang ada (sebagai acuan). 

Oleh karena itu, faktor kepentingan memiliki 

pengaruh pada kinerja DPMPTSP dalam 

memberikan pelayanan IMB di era digital. 

b. Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi diartikan dengan hubungan 

tingkat perkembangan ekonomi kabupaten dengan 

tingkat pendapatan masyarakat dalam hal daya 

beli. Dan peluang masyarakat memiliki bangunan 
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meningkat pula dan berujung pada kenaikan 

jumlah pemohon IMB. Sesuai informasi yang 

didapat dari pihak dinas dan masyarakat, hal ini 

memang berefek pada kinerja dinas dalam 

memberi pelayanan, karena dinas akan 

mendapatkan jasa pungut yang membuat kinerja 

mereka menjadi meningkat. Oleh karena itu, 

faktor ekonomi memiliki pengaruh pada kinerja 

DPMPTSP dalam memberikan pelayanan IMB di 

era digital. 

c. Faktor sosial 

Hubungan sosial disini ialah antara 

DPMPTSP dengan pemohon IMB. Dinas 

melakukan penyesuaian pandangan-pandangan 

yang ada pada masyarakat agar mampu 

menghasilkan kinerja baik dan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. Sesuai informasi yang ada, 

dinas harus berkomitmen tinggi untuk memberi 

kepuasan pada masyarakat. Oleh karena itu, 

faktor sosial memiliki pengaruh pada kinerja 

DPMPTSP dalam memberikan pelayanan IMB di 

era digital. 

 

- Faktor internal 

a. Faktor struktur 

Untuk struktur dinas, sudah dengan jelas 

terlihat pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu 

dengan yang lain, serta bagaimana hubungan 

struktural yang ada. Dan sesuai informasi yang 

didapat dari pihak dinas, realisasi kerja dinas 

sudah sesuai dengan prosedur yang ada, serta 

mampu menjalin komunikasi dengan baik. Oleh 

karena itu, faktor struktur memiliki pengaruh 

pada kinerja DPMPTSP dalam memberikan 

pelayanan IMB di era digital. 

b. Faktor budaya organisasi 

Budaya organisasi yang ada pada dinas 

bersifat positif dikarenakan pemimpin bersifat 

terbuka dalam mengambil keputusan dan 

menerima aspirasi seluruh elemen dinas, serta 

menganut nilai-nilai positif seperti seluruh elemen 

harus solid dan bertanggungjawab. Selain itu, 

dinas pun berorientasi pada hasil namun tetap 

tidak acuh pada proses. Oleh karena itu, faktor 

budaya organisasi memiliki pengaruh pada 

kinerja DPMPTSP dalam memberikan pelayanan 

IMB di era digital. 

c. Faktor SDM 

SDM menjadi peran strategis pada dinas. 

Sesuai hasil informasi yang didapat dari pihak 

dinas, kuantitas SDM pada dinas sangat kurang. 

Namun dinas melakukan pengelolaan SDM 

dengan memberikan diklat agar SDM memiliki 

kualitas yang baik. Oleh karena itu, faktor SDM 

memiliki pengaruh pada kinerja DPMPTSP dalam 

memberikan pelayanan IMB di era digital. 

 

 

 

 

- Faktor lainnya (temuan) 

a. Faktor sistem informasi manajemen 

Sistem informasi manajemen ini berfungsi 

sebagai  suatu sistem yang mengolah serta 

mengorganisasikan data-data yang berguna untuk 

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

dari suatu organisasi. Dan untuk itu, DPMPTSP 

Kabupaten Sidoarjo sangat memerlukan hal ini, 

mengingat terdapat dinas teknis dalam pemberian 

pelayanan IMB, yakni Dinas PUPR Kabupaten 

Sidoarjo. Oleh karena itu, faktor sistem informasi 

manajemen memiliki pengaruh pada kinerja 

DPMPTSP dalam memberikan pelayanan IMB di 

era digital. 

b. Faktor gambar 

Gambar yang dimaksud ialah gambar 

konstruksi bangunan yang hendak diurus 

IMBnya, yang mana memperlukan membayar 

biaya jasa konsultan bangunan untuk 

menggambar konstruksinya sehingga pemohon 

mengeluarkan biaya tambahan diluar membayar 

retribusi IMB. Untuk lebih meningkatkan 

kepuasan masyarakat, pihak pemohon 

menginginkan dinas memiliki bidang sendiri 

untuk melayani pemohon dalam hal ini 

dikarenakan akan ada patokan biaya jelas yang 

ditetapkan dengan peraturan. Oleh karena itu, 

faktor gambar memiliki pengaruh pada kinerja 

DPMPTSP dalam memberikan pelayanan IMB di 

era digital. 

 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian di lapangan tentang kinerja 

organisasi dalam memberikan pelayanan IMB di era 

digital, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya 

optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

dinas untuk aspek efisiensi, responsibilitas dan 

keadilan, dinas sudah optimal. Namun untuk aspek 

efektivitas, produktivitas dan responsivitas belum 

optimal. 

Kemudian untuk standar pelayanan, dinas sudah 

mampu memenuhi pada aspek biaya pelayanan dan 

sarana prasarana, sedangkan untuk waktu penyelesaian 

dinas belum mampu memenuhinya. 

Sedangkan untuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja dinas, faktor kepentingan, 

ekonomi, sosial, struktur organisasi, budaya organisasi 

serta sumber daya manusia mampu mempengaruhi 

kinerja dinas untuk lebih baik lagi dalam memberikan 

pelayanan IMB di era digital. 

Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat 2 faktor lain yang mampu mempengaruhi 

kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dalam 

memberikan pelayanan IMB di era digital ini. Apabila 

dilihat dari perspektif dinas, terdapat faktor sistem 

informasi manajemen. Dan apabila dilihat dari 

perspektif pemohon IMB, terdapat faktor gambar yang 

sangat mempengaruhi kinerja. 



  

 

 

 
10 

SARAN 

Dari hasil kesimpulan atas penelitian yang ada, 

maka akan diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perlunya peningkatan jumlah sumber daya 

manusia untuk DPMPTSP. Hal ini sangat 

dibutuhkan untuk capaian kerja yang senantiasa 

berkembang dan lebih baik lagi. Selain itu, 

sebaiknya dinas juga lebih mengelola sumber 

daya manusia yang ada dengan pemberian 

pelatihan secara bergantian terkait IT dikarenakan 

perubahan sistem menjadi pelayanan perizinan 

online sejak tahun 2017. 

2. Pihak DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo sebaiknya 

membuat satu portal data perizinan di Kabupaten 

Sidoarjo yang terintegrasi dengan seluruh dinas 

terkait guna mempublikasikan data yang dimiliki 

dan diproses oleh masing-masing dinas sehingga 

seluruh data perizinan berada pada satu portal. 

Dengan begitu, tercipta data tunggal yang dapat 

diakses oleh semua pihak dan menjadikan kinerja 

dinas lebih baik lagi, terutama untuk pemberian 

pelayanan IMB, karena dari semua jenis perizinan 

yang ada hanya IMB yang mengalami 

keterlambatan dengan jumlah tinggi. 

3. Mengingat server yang bermasalah, sebaiknya 

dinas lebih memanfaatkan genset dan koneksi 

yang lebih baik supaya ketika server down, 

pelayanan tidak terhenti dan tetap berjalan seperti 

sebelumnya. Selain itu, diperlukannya upgrade 

data base agar tidak lagi mengalami kegagalan 

pemrosesan berkas ketika server down. 

4. Sebaiknya pihak DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo 

bersama dengan Dinas  PUPR Kabupaten 

Sidoarjo tidak hanya melakukan sosialisasi 

kepada warga Kabupaten Sidoarjo yang dianggap 

belum mampu melek internet diawal perubahan 

sistem pelayanan saja, namun diperlukan suatu 

pendekatan yang lebih adaptif seperti 

pendampingan yang intens dan pemberian saran 

dalam kendala yang dihadapi. 

5. Untuk masyarakat, terutama pemohon perizinan 

di DPMPTSP, sebaiknya meningkatkan kesadaran 

membaca terkait persyaratan yang ada dan 

mengubah mindset bahwa mengajukan 

permohonan itu tidak susah. 
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